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TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI

PERTANGGUNGJAWABAN, PERJANJIAN, JUAL BELI DAN

WANPRESTASI

A. Tinjauan Umun tentang Pertanggungjawaban

1.

Pengertian Pertanggungjawaban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung
jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi
apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam
kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi
seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan
kepadanya.?* Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu
keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah
diwajibkan kepadanya.®® Menurut ilmu hukum, tanggung jawab
adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang
perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam

melakukan suatu perbuatan.

Sugeng Istanto mengemukakan pertanggungjawaban berarti

kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas

24 Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, him. 15.
2> Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, him.

13.
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semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan
atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.?® Lebih lanjut
dijabarkan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak
baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan
secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan

pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.

Pengertian tanggung jawab tersebut harus memiliki unsur-unsur

sebagai berikut:

a. Kecakapan
Cakap menurut hukum mencakup orang dan badan hukum.
Seseorang dikatakan cakap pada dasarnya karena orang tersebut
sudah dewasa serta sehat pikiran. Sebuah badan hukum
dikatakan cakap apabila tidak dinyatakan dalam keadaan pailit
oleh putusan pengadilan.

b. Beban kewajiban
Unsur kewajiban mengadung makna sesuatu yang harus
dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan, jadi sifatnya harus
ada atau keharusan.

c. Perbuatan
Unsur perbuatan mengandung arti segala sesuatu yang

dilaksanakan.

% Sugeng Istanto, Hukum Internasional Cet.2, Universitas Atma Jaya Yogyakarta,
Yogyakarta, 2014, him. 41.
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Berdasarkan pemaparan unsur-unsur di atas maka dapat
dinyatakan bahwa tanggung jawab adalah keadaan cakap menurut
hukum baik orang atau badan hukum, serta mampu menanggung

kewajiban terhadap segala sesuatu yang dilaksanakan.

Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Menurut Hans Kelsen suatu konsep terkait dengan konsep
kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (liability).
Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu
perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi
dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus
sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri
yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.?’

a. Pertanggugjawaban Hukum Perdata

Pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi
baru dapat ditegakkan dengan terlebih dahulu harus adanya
perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Perjanjian diawali
dengan adanya persetujuan para pihak. Berdasarkan Pasal 1313
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) definisi
persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dalam hubungan hukum para pihak yang berlandaskan perikatan,

2" Jimly Asshiddigie dan Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet.1,
Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, him. 61.
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pihak yang dibebankan suatu kewajiban, kemudian tidak
melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan
kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai dan atas dasar kelalaian
itu ia dapat dituntut pertanggungjawaban hukum perdata
berdasarkan wanprestasi.

Dari ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata yang berbunyi
Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat
sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Maka kewajiban dalam
suatu perjanjian dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1) Prestasi untuk memberikan sesuatu
2) Prestasi untuk berbuat sesuatu
3) Prestasi untuk tidak berbuat sesuatu

Sedangkan wanprestasi menurut Prof. R. Subekti dapat
berupa suatu keadaan dimana pihak yang memiliki kewajiban
untuk melaksanakan prestasi:

1) Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan

2) Melaksanakan apa yang dijanjikan, namun tidak tepat seperti
apa yang dijanjikan

3) Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi terlambat

4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh

dilakukan.
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Ada tiga kemungkinan bentuk gugatan untuk menutut
pertanggungjawaban hukum perdata yang dapat diajukan oleh
pihak yang merasa dirugikan akibat dari wanprestasi, yaitu:

a. Secara parate executie

Dimana kreditur melakukan tuntutan sendiri secara langsung

kepada debitur tanpa melalui pengadilan. Dalam hal ini pihak

yang bersangkutan bertindak secara eigenrichting (menjadi
hakim sendiri secara bersama-sama). Pada prakteknya, parate
executie berlaku pada perikatan yang ringan dan nilai
ekonomisnya kecil.

b. Secara arbitrage (arbitrase) atau perwasitan

Karena kreditur merasakan dirugikan akibat wanprestasi

pihak debitur, maka antara kreditur dan debitur bersepakat

untuk menyelesaikan persengketaan masalah mereka itu
kepada wasit (arbiter). Apabila arbiter telah memutuskan
sengketa itu, maka pihak kreditur atau debitur harus mentaati
setiap putusan, walaupun putusan itu menguntungkan atau
merugikan salah satu pihak.

c. Secara rieele executie

Cara penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur

melalui hakim di pengadilan. Biasanya dalam sengketa

masalah besar dan nilai ekonomisnya tinggi atau antara pihak

kreditur dan debitur tidak ada konsensus penyelesaian
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sengketa dengan cara parate executie, maka penyelesaian
perkara ditempuh dengan rileele executie di depan hakim di
pengadilan.

Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata
menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum, ialah:

“tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian

kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya

menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata diatas, maka suatu perbuatan melawan
hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:?

1. Adanya suatu perbuatan.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum.

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.

4. Adanya kerugian bagi korban.

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Jika ditinjau dari model pengaturan Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata Indonesia tentang perbuatan melawan hukum,
maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:*

1. Pertanggungjawaban atas kerugian yang diakibatkan oleh

Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata)

2. Lalai atau kekurang hati-hatian (Pasal 1366 KUHPerdata)

%8 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Edisi Revisi, Gramedia
Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, him. 73.

2 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2010, him. 3.



33

3. Tanggung jawab atasan terhadap bawahan (Pasal 1367

KUHPerdata),

Pertanggungjawaban dalam hukum perdata selain berdasarkan
pada perbuatan melawan hukum juga dapat berdasarkan pada
wanprestasi. Wanprestasi timbul karena adanya kelalaian dari salah
satu pihak yang telah saling mengikatkan diri mereka masing-
masing di dalam suatu perjanjian. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata:

“semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

B. Tinjauan Umun tentang Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian diatur di dalam pasal 1313 KUHPerdata yang
menyatakan “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana
satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain
atau lebih”. Dalam pasal 1313 KUHPerdata definisi perjanjian yaitu
(1) tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, (2)
tidak tampak asas konsensualisme, dan (3) bersifat dualisme. *°
definisi perjanjian yang dirumuskan di dalam pasal 1313 KUHPerdata
tersebut kurang lengkap, beberapa ahli hukum mencoba merumuskan
definisi perjanjian secara lebih lengkap, antara lain:

Menurut R. Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana

seorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang itu saling

*® Salim H.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis(BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2008,
him. 160.
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berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. ** menurut Abdulkadir

Muhammad definisi perjanjian dalam pasal 1313 KUHPerdata kurang

lengkap dan memiliki beberapa kelemahan antara lain:

a. Rumusan tersebut hanya cocok untuk perjanjian sepihak karena

kata “mengikatkan” hanya datang dari salah satu pihak;

b. Definisi tersebut terlalu luas, karena tidak disebutkan

mengikatkan diri terbatas dalam lapangan hukum harta kekayaan,
sehingga dapat pula mencakup perjanjian perkawinan dalam
lapangan hukum keluarga;

Tanpa menyebut tujuan, sehingga tidak jelas untuk apa para pihak
mengikatkan diri. Sehingga dai kekurangan-kekurangan tersebut,
beliau melengkapi definsi perjanjian adalah suatu persetujuan
dengan mana dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk

melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum harta kekayaan.

Menurut KRMT Tirtodiningrat perjanjian adalah

suatu

perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau

lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan

oleh undang-undang.®® Sehubungan dengan itu perlu diadakan

perbaikan mengenai definisi tersebut yaitu perbuatan harus diartikan

sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk

31 R. Subekti, op. cit, him. 84.
%2 Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2008, him. 80-81.

%% Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian, Asas Proporsiobalitas dalam Kontrak

Komersial, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008, him. 43.
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menimbulkan akibat hukum dan menambahkan perkataan “atau saling
mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUHPerdata.

Menurut R. Setiawan dalam buku pokok-pokok Hukum
Perikatan, perjanjian adalah perbuatan hukum dimana satu orang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Dengan demikian adanya suatu perjanjian maka dengan
otomatis melahirkan suatu perikatan yang secara mutlak mengikat
terhadap para pihak-pihak yang sepakat membuat perjanjian.
Perjanjian dapat dikatakan sama dengan persetujuan, karena di
dalamnya memaknai kesepakatan atau persetujuan mengenai suatu
hal. Dapat dikatakan bahwa dua kesepakatan atau persetujuan
mengenai suatu hal, dapat dikatakan pula bahwa dua perkataan yaitu

perjanjian dan persetujuan memiliki arti yang sama.

2. Syarat sahnya Perjanjian

Syarat-syarat sahnya perjanjian terdapat di dalam Pasal 1320
KUHPerdata yang berbunyi, untuk sahnya perjanjian diperlukan
empat syarat:>*

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
c. Suatu hal tertentu; dan

d. Suatu sebab yang halal.

% Subekti dan Tjitrosudibio, Hukum Pokok-Pokok Hukum Perikatan, PT. Bina Cipta,
Bandung, 1994, him. 283.
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Dari persyaratan tersebut para ahli hukum mencoba
menguraikannya secara lebih jelas, sebagai berikut:
1) Kesepakatan kedua belah pihak
Syarat pertama dalam perjanjian adalah adanya kesepakatan.
Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara
satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.*® Menurut Sudikno
Mertokusumo terdapat lima cara terjadinya persesuaian
kehendak, yaitu dengan:
a) Bahasa yang sempurna dan tertulis;
b) Bahasa yang sempurna secara lisan;
c) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak
lawan;
d) Bahasa isyarat asalkan dapat diterima oleh pihak lawan;
e) Diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima
pihak lawan.
2) Kecakapan Bertindak
Kecakapan bertindak atau cakap Hukum sudah diatur dalam
undang-undang No.1 Tahun 1974 adalah kecakapan atau
kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan
hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum.
Orang-orang yang akan berwenang untuk melakukan perbuatan

hukum adalah anak dibawah umur, orang yang ditaruh dibawah

% Salim H.S, Hukum Kontrak, Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika,
Jakarta, 2005, him. 23.
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pengampuan, dan istri. Akan tetapi dalam perkembangannya,

istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diatur

dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo SEMA

No. 3 Tahun 1963.%°

3) Adanya Objek Perjanjian
Objek perjanjian yang dimaksud disini adalah yang diatur di
dalam Pasal 1332 sampai dengan 1334 KUHPerdata. Objek
perjanjian yang dapat dikategorikan dalam pasal tersebut :

a) Objek yang akan ada (kecuali warisan), asalkan dapat
ditentukan jenis dan dapat dihitung.;

b) Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang
dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi
objek perjanjian).*’

4) Adanya sebab yang halal

Pada Pasal 1320 KUHPerdata tidak dijelaskan pengertian dari

kausa yang halal. Di dalam Pasal 1337 KUHPerdata hanya

disebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang

apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan
ketertiban umum.

Suatu perjanjian, apabila tidak memenuhi syarat subjektif

yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak dan kecakapan bertindak

pihak-pihaknya, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Perjanjian

% Salim H.S, Op.Cit, him. 24
% Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, PT. Buku Kita, Jakarta, 2009, him.
57.
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yang tidak memenuhi syarat mengadakan perjanjian haruslah orang-
orang yang cakap dan yang mempunyai wewenang untuk melakukan
perbuatan hukum, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.
Orang yang cakap mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan
hukum adalah orang yang sudah dewasa. Orang yang tidak objektif
perjanjian, yaitu adanya objek perjanjian dan adanya sebab yang halal,

maka perjanjian itu batal dengan sendirinya demi hukum.®

3. Unsur-unsur di dalam Perjanjian

Perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau
unsur esensial dalam suatu kontrak. Penekanan tentang unsur yang
esensial tersebut karena selain unsur yang esensial masih dikenal
unsur lain dalam suatu perjanjian. Dalam suatu perjanjian dikenal tiga
unsur, yaitu sebagai berikut:*

a. Unsur Esensialia

Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu

perjanjian karena tanpa adanaya kesepakatan tentang unsur

esensial ini maka tidak ada perjanjian. Sebagai contoh, dalam
kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan

harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga

% Djaja S, Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum
Keluarga, Bandung, 2008, CV Nuansa Aulia, him. 95

% Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta, 2014, RajaGrafindo
Persada, him. 31-32.
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dalam kontrak jual beli, perjanjian tersebut batal demi hukum

karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

. Unsur Naturalia

Unsur Naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam
undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak
dalam kontrak, maka mengikuti ketentuan yang diatur dalam
undang-undang tersebut, sehingga unsur naturalia ini merupakan
unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh,
jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat
tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW
bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.
Unsur Aksidentalia

Unsur Aksidentalia merupakan unsur yang akan ada atau
mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikanya. Sebagai
contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan
bahwa apabila pihak debitur lalai membayar hutangnya,
dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan
apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut,
barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor
tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainya
yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan

merupakan unsur essensial dalam kontrak tersebut.
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4. Asas- asas di dalam Perjanjian

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting, yang
merupakan dasar penting bagi pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa
asas tersebut adalah sebagai berikut:

a. Asas Konsensualisme (Persesuaian Kehendak)

Kata konsensualisme, berasal dari Bahasa latin
:’consencus”, yang berarti sepakat. Asas konsensualisme artinya
bahwa suatu perikatan itu terjadi sejak saat tercapainya kata
sepakat antara para pihak, dengan kata lain bahwa perikatan itu
sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata
sepakat antara para pihak mengenai pokok perikatan.
Berdasarkan Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, dinyatakan
bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan
kedua belah pihak. Artinya bahwa perikatan pada umumnya
tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya
kesepakatan para pihak.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan
Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi: ‘“semua
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan
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berkontrak adalah suatu asas yang emberikan kebebasan kepada

para pihak untuk:*

1) Membuat atau tidak membuat perjanjian ;

2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;

3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan;

4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.
Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang

membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk

menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian atau

kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang

dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang. Para pihak

membuat isi perjanjian sesuai dengan apa Yyang mereka

kehendaki kemudia dituangkan dalam perjanjian tersebut namun

tidak boleh melanggar aturan-aturan yang berlaku.

c. Asas Kekuatan Mengikat (Asas Pacta Sunt Servanda)

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta
sun servanda adalah asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus
menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak,
sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak
boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang
dibuat oleh para pihak. Asas pacta sunt servanda dapat

disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang

0 Salim H.S, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Jakarta, 2010, Sinar Grafika, him. 9
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berbunyi: “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

undang-undang”**

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3)

KUHPer yang berbunyi: “ perjanjian harus dilaksanakan dengan
itikad baik™. Asas itikad baik dibagi menjadi dua maca, yaitu
itikad baik nisbi orang memperhatikan sikap tingkah laku yang
nyata dari subjek. Pada itikad baik yang mutlak, penilaiannya
terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang
objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak)
menurut norma-norma yang objektif.

e. Asas Kepercayaan (Vertrouwensbeginsel)

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain,
menumbuhkan kepercayaan (trust) di antara kedua belah pihak
itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya. Dengan kata
lain para pihak akan memenuhi prestastinya di kemudian hari
sesuai dengan apa yang di perjanjikan dengan adanya suatu
maksud dan tujuan. Apabila setiap pihak menganut asas
kepercayaan, maka segala akibat hukum yang di dapatkan tidak
akan menimbulkan  suatu permasalahan yang akan
mengakibatkan kerugian bagi masiang-masing pihak, oleh

karena itu asas ini akan saling mengikatkan satu sama lain

* salim. H.S. Op.Cit, him. 10-11.
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dikarenakan mempunyai kekuatan yang mengikat sebagai
undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.*?
Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan hukum adalah asas yang sederajat, yang d
mana segala sesuatu hak-haknya sama di mata hukum, meski
terdapat banyak perbedaan seperti ras, suku, warna Kkulit,
bangsa, kekuasaan, jabatan da lain-lain tetapi tetap haru
mendapatkan persamaan dalam hukum dan tidak dapat dibeda-
bedakan. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan
ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu
sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.*?
Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki
kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.
Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika
diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan
debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk

melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.**

h. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian  merupakan figur hukum yang harus

mengandung kepastian hukum. Oleh karena itu asas ini

*2 Mariam Darus Badrulzaman, Hukum Perikatan dalam KUHPerdata Buku Ketiga,
Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, him.

89.
* Ibid.

* Ibid, him. 50.
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mempunyai kekuatan yang mengikat, yaitu sebagai undang-
undang bagi para pihak yang membuatnya.
i. Asas Kepatutan
Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdata,
dimana berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian
Pasal 1339 KUHPerdata, dinyatakan :
“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal
yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga
untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian,
diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-
undang.”
J. Asas Kebiasaan
Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu
perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas
diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim
diikuti. Diatur dalam Pasal 1339 Jo Pasal 1347 KUHPerdata.
Pasal 1347 KUHPerdata dinyatakan syarat yang selalu
diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk

dalam persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan

dalam persetujuan.®

* Ibid, hlm. 159-160.
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C. Tinjauan Umun tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli terkandung dalam Pasal 1457 KUHPerdata
yakni, “suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan
dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lainnya untuk
membayar harga yang dijanjikan”. Berdasarkan rumusan Pasal 1457
tersebut, dapat dilihat bahwa jual beli merupakan suatu bentuk
perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk
memberikan sesuatu yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk
penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan yang
oleh pembeli kepada penjual, karena jual beli didalam hukum adalah
salah satu bentuk perjanjian.

Jual beli merupakan suatu perjanjian yang timbul disebabkan
oleh adanya hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara dua
pihak atau lebih. Pendukung perjanjian sekurang-kurangnya harus ada
dua orang tertentu, masing-masing orang menduduki tempat yang
berbeda. Satu orang menjadi pihak kreditur dan yang lain menjadi
pihak debitur. Kreditur dan debitur itulah yang menjadi subjek
perjanjian. Kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib
memenuhi pelaksanaan prestasi terhadap kreditur.*

Dalam jual beli terdapat pihak penjual dan pihak pembeli, pihak

penjual atau pelaku usaha adalah setiap orang yang memproduksi atau

*® R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, 1987, him. 5.
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memperdagangkan barang dan atau jasa kepada pembeli. Pihak
pembeli adalah setiap orang yang membeli dan memakai barang
tersebut baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.

Jual beli merupakan perjanjian konsensuil, yang artinya sudah
dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah pada saat tercapainya
kata sepakat antara kedua belah pihak. Hal tersebut ditegaskan dalam
Pasal 1458 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “jual beli itu
dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya
orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan
harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun

harganya belum dibayar.

Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli dalam KUHPerdata diatur dalam buku ketiga bab lima
Pasal 1457 sampai pasal 1540. Dalam pasal 1457 KUHPerdata
berbunyi:

“jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak

yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu

barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang
dijanjikan.”

Dari pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata
tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu
perjanjian bertimbal balik, dimana pihak penjual berjanji untuk

menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji

untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan. Hak milik suatu
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barang yang semula dimiliki pihak penjual, akan berpindah tangan
kepada si pembeli apabila sudah ada penyerahan secara yuridis sesuai
dengan ketentuan Pasal 1459 KUHPerdata.

Perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah
pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang
kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum
diserahkan, maupun harganya belum dibayar (Pasal 1458
KUHPerdata). Barang dan harga inilah yang menjadi unsur pokok dari

perjanjian jual beli.
3. Subjek dan Objek Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum, dimana
perjanjian jual beli tersebut terjadi karena adanya kata sepakat antara
dua orang atau lebih. Masing-masing orang tersebut memiliki
perannya, satu orang menjadi pihak penjual dan satu orang lainnya
sebagai pihak pembeli, penjual dan pembeli tersebutlah yang menjadi
subyek dari perjanjian jual beli. Pada dasarnya semua orang atau
badan hukum dapat menjadi subyek dalam perjanjian jual beli.

Objek yang dapat menjadi objek jual beli yaitu semua benda
bergerak dan tidak bergerak, baik menurut tumpukan berat, ukuran,
dan timbangannya, sedangkan yang tidak diperkenankan untuk di

perjualbelikan adalah:*’

" Salim HS, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika,
Jakarta, 2011, him. 50.
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a. Benda atau barang orang lain;
b. Barang yang tidak diperkenankan oleh undang-undang seperti
obat terlarang;
c. Bertentangan dengan ketertiban, dan
d. Kesusilaan yang baik.
Untuk menentukan apa yang dapat menjadi objek jual beli, Pasal

1457 KUHPerdata menggunakan istilah zaak. Menurut Pasal 499
KUHPerdata, zaak adalah barang atau hak yang dimiliki, hal tersebut
berarti bahwa yang dapat perjual belikan tidak hanya barang yang
dimiliki, tetapi melainkan juga suatu hak atas suatu barang yang

bukan hak milik.*

4. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

Perjanjian jual beli pada dasarnya akan menimbulkan hak dan
kewajiban bagi para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Pada
pokoknya kewajiban penjual menurut Pasal 1474 KUHPerdata terdiri
dari dua, yaitu:

1. Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual
kepada pembeli;

2. Kewajiban penjual pertanggungan atau jaminan (vrijwaring),
bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun

baik yang berupa tuntutan maupun pembedaan.

8 Ibid, him. 27.
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Cara penyerahan benda yang diperjualbelikan berbeda
berdasarkan kualifikasi barang yang diperjualbelikan tersebut, adapun
cara penyerahan tersebut sebagai berikut;

1. Penyerahan benda bergerak
Penyerahan benda bergerak terdapat dalam Pasal 612 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan Penyerahan
kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh dilakukan
dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau
atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari
bangunan dalam mana kebendaan itu berada.

2. Penyerahan benda tidak bergerak
Mengenai Penyerahan benda tidak bergerak diatur dalam Pasal
616-620 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
menyebutkan bahwa penyerahan barang tidak bergerak
dilakukan dengan balik nama. Untuk tanah dilakukan dengan
Akta PPAT sedangkan yang lain dilakukan dengan akta
notaris.

3. Penyerahan benda tidak bertubuh
Diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata yang menyebutkan
penyerahan akan piutang atas nama dilakukan dengan akta
notaris atau akta dibawah tangan yang harus diberitahukan
kepada dibitur secara tertulis, disetujui dan diakuinya.

Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan
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dengan penyerahan surat itu, penyerahan tiap-tiap piutang
karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai
dengan endosemen.

Penjual juga berkewajiban untuk menanggung atau menjamin
barang yang di perjualbelikan. Berdasarkan Pasal 1491 KUHPerdata,
terdapat dua hal yang wajib menjadi tanggung jawab atau jaminan
oleh penjual terhadap barang yang diperjualbelikan, yakni:

1. Menjamin pengguasaan barang yang dijual secara aman dan
tenteram.

2. Menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut, yang
sedemikian rupa dapat menjadi alasan pembatalan.

Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga dari barang
yang dibelinya pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di
sepakati di dalam perjanjian. Disamping kewajiban utama terdapat 3
kewajiban pokok pembeli, yaitu:

1. Memeriksa barang-barang yang dikirim oleh penjual;
2. Membayar harga barang sesuai dengan kontrak;
3. Menerima penyerahan barang seperti disebut dalam kontrak.

Apabila pada waktu pembuatan perjanjian tidak ditetapkan
tempat, maka pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu
dimana penyerahan harus dilakukan sesuai yang terdapat dalam Pasal

1514 KUHPerdata. Jika pembeli tidak membayarkan harga dari
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pembelian, menurut Pasal 1517 KUHPerdata penjual dapat menuntut
pembatalan pembelian.

Hak dari penjual adalah menerima atau mendapatkan bayaran
dari pembeli sesuai dengan kesepakatan, sedangkan hak dari pembeli
adalah menerima barang yang telah dibelinya, baik secara yuridis

maupun secara nyata.

D. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanprestastie”, yang
artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah
ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan,
baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan
yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum,
wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati
kewajibannya dalam perjanjian. *°

Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah
pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan
tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian
yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya

atau tidak dilaksanakan sama sekali.>®

him. 60

** |bid, him. 38
%0 yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986,
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Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian
atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang
telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa
adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenubhi
atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan
dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.>
Wanprestasi atau tidak dipenuhinnya janji dapat terjadi baik karena
disengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalali,
apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya
tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.>?

Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan
adanya perikatan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di
dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHPerdata sampai dengan
Pasal 1431 KUHPerdata maupun perjanjian yang bersumber pada
undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUHPerdata sampai
dengan Pasal 1380 KUHPerdata.>®

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi
adalah ketiadaaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti
suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.

Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan

5! Salim H.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2008,
him. 180

52 R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007,
him. 146

* Ibid
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janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya jani untuk
wanprestasi”.54

Pada pasal 1234 KUHPerdata menentukan bahwa “tiap-tiap
perikatan adalah untuk meberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak
berbuat sesuatu”. Dalam literatur, hal tersebut lazim disebut prestasi.
Jadi, prestasi bukanlah objek perjanjian, akan tetapi cara pelaksanaan
perjajian. Seperti dijelaskan diatas, objek perjajian adalah barang,
maka cara pelaksanaanya adalah dengan menyerahkan barang.
Apabila objek perjanjian adalah jasa, maka cara pelaksanaanya adalah
dengan memberikan jasa. Disamping cara pelaksanaan perjanjian
berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat
sesuatu, ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menentukan juga
bahwa”perjanjian harus dilaksanakan dengan etikat baik”. Etikad baik

menurut pasal 531 KUHPerdata adalah bahwa

“siberkedudukan berkuasa memperoleh suatu kebendaan dengan
cara meperoleh hak milik”.

Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua
kemungkinan alasan, yaitu :
1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi
kewajiban maupun karena kelalaian; atau
2. Karena keadaan memaksa (overmarcht), force majeure, jadi

diluar kemapuan debitur, debitur tidak bersalah.

him. 17

> Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumur Pustaka, Bandung, 2012,
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2. Bentuk-bentuk Wanprestasi

Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat
berupa:

a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, sehubungan dengan
debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan
debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, apabila
prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya,
maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat
waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.

c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, debitur
yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang
keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur
dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Adapun bentuk wanprestasi menurut R. Subekti terdapat ada
empat macam vyaitu: (1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan
dilakukannya; (2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak
sebagaimana dijanjikan; (3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi
terlambat; (4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh

dilakukanya.

> A. Qirom Syamsudin Meliala, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta
Perkembangannya, Liberty, Yogyakarta, 2010, him. 26.
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Debitur dapat dikatakan dalam keadaan wanprestasi ada syarat-
syarat tertentu yang harus dipenuhi yaitu:

1. Syarat materill, yaitu adanya kesengajaan berupa:

a) kesengajaan adalah suatu hal yag dilakukan seseorang
dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh
pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.

b) Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana
seseorang yang wajib berprestasi seharusnnya tahu atau
patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang
diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.

2. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal
kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitor harus dinyatakan
dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitor,
bahwa kreditor mengkehendaki pembayaran seketika atau
dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras
secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitor, supaya
debitor harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda
atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila
debitor wanprestasi atau lalai.*®

Beberapa kemungkinan yang dapat dipilih oleh sesorang debitor

yang melakukan wanprestasi :

*® Johanes lbrahim, Cross Defauld & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian
Kredit Bermasalah,Cetakan ke-1, Penerbit refika Aditama, Bandung, 2004, him. 55-56.
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a. Kreditor dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun
perjajian pelaksanaan ini sudah terlambat kreditor dapat
meminta penggantian kerugian saja, Yyaitu kerugian yang
dideritanya. Karena perjanjian tidak atau terlambat
silaksanakan, atau dilaksananka tetapi tidak sebagaimana
mestinya.

b. Kreditor dapat menuntut pelaksanaan perjanjian sisertai
dengan penggantian kerugian yang disertai olehnya sebagai
akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian dalam hal suatu
perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian
satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk
meminta pada hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai
dengan permintaan pengganti kerugian.

Wujud wanprestasi yang lebih mudah ditentukan saat terjadinya
adalah melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak, karena
jika seorang debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban
melaksanakan prestasi dalam kontrak itu melaksanakan perbuatan
yang dilarang dalam kontrak, maka dia tidak melaksanakan
prestasinya.

KUH Perdata memuat ketentuan yang dapat dirujuk untuk
menentukan moment atau saat terjadinya wanprestasi, khususnya bagi
kontrak yang prestasinya memberikan sesuatu, yaitu Pasal 1237 KUH

Perdata, yang rumusan selengkapnya, sebagai berikut:



57

“Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu

kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan

adalah atas tanggungan kreditor, jika debitor lalai akan

menyerahkanya, maka sejak saat kelalaian, kebendaan adalah

atas tanggunganya”.

Dapat dipahami bahwa wanprestasi telah terjadi saat debitor
atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam
kontrak tidak melaksanakan prestasinya, dalam arti dia lalai

menyerahkan benda/barang yang jumlah, jenis, dan waktu

penyerahanya telah ditentukan secara tegas dalam kontrak.

. Akibat Hukum Wanprestasi

Debitur alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar
perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak
boleh dilakukannya. Terkadang juga tidak mudah untuk mengatakan
bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak
dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan
wanprestasi yang dijanjikan.

Dalam ruang Pengadilan, kreditur harus sebisa mungkin
membuktikan bahwa lawannya (debitur) tersebut telah melakukan
wanprestasi, bukan keadaan memaksa (overmacht). Begitu pula
dengan debitur, debitur harus meyakinkan hakim jika kesalahan bukan

terletak padanya dengan pembelaan seperti keadaan memaksa,
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menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya, dan kelalaian
kreditur.®’

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau
debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan
beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang
diterima oleh debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:*®

a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan
singkat dinamakan ganti-rugi.

b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan
perjanjian.

c. Peralihan risiko.

d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan
hakim.

Hal yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah
bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga
yang dideritanya. Membolehkan adanya kewajiban ganti rugi bagi
debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus
terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai. Wanprestasi
pada umumnya adalah karena kesalahan debitur, namun ada kalanya
debitur yang dituduh lalai dapat membela dirinya karena ia tidak
sepenuhnya bersalah, atau dengan kata lain kesalahan debitur tidak

disebabkan sepenuhnya karena kesalahannya. Kreditur yang menuntut

*" 1bid
*8 Yahya Harahap, op.cit, him. 56
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ganti rugi harus mengemukakan dan membuktikan bahwa debitur
telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian
pada kreditur. Berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdata, debitur dapat
melepaskan dirinya dari tanggung jawabnya jika debitur dapat
membuktikan bahwa tidak terlaksananya perikatan disebabkan oleh
keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipersalahkan
kepadanya.*

Cara memperingatkan si seorang debitur agar jika ia tidak
memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk dalam
Pasal 1238 KUHPerdata yaitu: “debitur dinyatakan lalai dengan surat
perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari
perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus
dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Apabila
seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih
janjinya, seperti yang diterangkan diatas, maka jika ia tetap tidak
melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaaan lalai atau alpa dan
terhadap dia dapat diperlakukan sanksi-sanksi sebagaimana
disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan

peralihan risiko.

4. Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan

wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan

> Ibid
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oleh perbuatan melawan hukum.®® Ganti rugi yang muncul dari
wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak
melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian,
maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika
pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.
Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan
wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai
kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan
bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan
perjanjian dan ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa
ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik dan ganti rugi.
Selanjutnya dalam literature dan yurisprudensi dikenal pula beberapa
model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:®
a. Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian, Yyang
dimaksudkan dengan ganti rugi yang ditentukan dalam
perjanjian adalah suatu model ganti rugi karena wanprestasi
dimana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut sudah ditulis
dan ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika perjanjian
ditanda tangani, walaupun pada saat itu belum ada wanprestasi.
b. Ganti rugi ekspektasi adalah suatu bentuk ganti rugi tentang
hilangnya keuntungan yang diharapkan (di masa yang akan

datang), seandainya perjanjian tersebut tidak wanprestasi. jadi,

“M.A. Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita,

2006, him. 11

Y Ibid, him. 224.
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dalam hal ini, pihak yang dirugikan karena wanprestasi
ditempatkan seolah olah tidak terjadi wanprestasi dengan
berbagai keuntungan yang akan didapatkannya.

Pergantian biaya adalah ganti rugi dalam bentuk pergantian
seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang
harus dibayar oleh pihak lain, yang telah melakukan
wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Karena perhitungan
biaya yang telah dikeluarkan tersebut umumnya dilakukan
dengan melihat kepada bukti-bukti pengeluaran berupa
kwitansi-kwitansi.

. Restitusi adalah suatu model ganti rugi yang juga
menempatkan perjanjian pada posisi seolah-olah sama sekali
tidak terjadi perjanjian. Akan tetapi dalam hal ini, yang harus
dilakukan adalah mengembalikan seluruh nilai tambah dalam
wujudnya semula yang telah diterima oleh salah satu pihak atau
kedua belah pihak dari pihak yang satu ke pihak yang lainya.
Nilai tambah yang dimaksud disini suatu nilai lebih yang telah
diterima oleh para pihak seabgai akibat dari pelaksanaan
perjanjian, nilai tambah tersebut harus dikembalikan dalam
bentuk semula sebagai salah satu wujud dari ganti rugi.
Quantum meruit merupakan model ganti rugi yang hampir
mirip dengan model restitusi yang membedakan adalah nilai

tambah yang harus dikembalikan dalam model ini bukan nilai
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tambah dalam wujud aslinya melainkan harga dari nilai tambah
yang telah diterima, karena bendanya dalam bentuk asli sudah
tidak dalam posisi untuk dikembalikan lagi. Misalnya semen
yang telah diguanakan untuk bangunan maka tidak mungkin
dikembalikan dalam bentuk bangunan, yang dapat dilakukan
adalah nilai taksiran harga semen itu yang harus dikembalikan.
f. Pelaksanaan perjanjian berupa pelaksanaan perjanjian adlah
kewajiban melaksanakan perjanjian meskipun sudah terlambat,

dengan atau tanpa ganti rugi.
E. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen
Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan
konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-
asas atau kaidahkaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat
yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum
konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara
berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa

konsumen di dalam pergaulan hidup.®?
Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen adalah segala
upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi

perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi

%2 Az. Nasution, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995. him. 67
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perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-
hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus,
memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang
yang selalu merugikan hak-hak konsumen.®

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia
memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan
adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak
konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan
tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan terhadap konsumen sangatlah penting, mengingat
makin lajunya ilmu pengetahuan dan tekonologi yang merupakan
motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang
dan/atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran
usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, baik
langsung atau tidak langsung maka konsumenlah yang pada umumnya
merasakan dampaknya.
Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:®
a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung

unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian

hukum;

83 Zulham, 2013, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta, him. 21.

% Erman Rajagukguk et al, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung,
2000, him. 7.
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Melindungi kepentingan konsumen pada Kkhususnya dan
kepentingan seluruh pelaku usaha;

Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;

Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha
yang menipu dan menyesatkan; dan

Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan
perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada
bidang-bidang lainnya.

Dengan adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen

memiliki hak dan posisi yang berimbang dan mereka dapat menggugat

atau menuntut jika ternyata hak- haknya telah dirugikan atau dilanggar

oleh pelaku usaha.®® Purba menguraikan konsep perlindungan

konsumen sebagai berikut :*°

”Kunci Pokok Perlindungan Konsumen adalah bahwa konsumen
dan pengusaha (produsen atau pengedar produk) saling
membutuhkan. Produksi tidak ada artinya kalau tidak ada yang
mengkonsumsinya dan produk yang dikonsumsi secara aman
dan memuaskan, pada gilirannya akan merupakan promosi
gratis bagi pengusaha”.

2. Asas-asas Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen

% Abdul Halim Barkatulah, Perlindungan Konsumen, RajaGrafindo Persada, Bandung,

2015, him. 40.

% Gunawan, Johannes, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Dalam Seminar Nasional : Antisipasi Pelaku Usaha
Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Horison
Hotel, Bandung. 8 April 2000. him. 22.
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berasaskan manfaat, keadilan, keamanan, dan keselamatan konsumen,
serta kepastian hukum.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagi usaha bersama
berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional,
yaitu:

a. Asas Manfaat
Asas manfaat mengamanatkan bahwa segala upaya dalam
penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan
manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku
usaha secara keseluruhan.

b. Asas Keadilan
Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan
kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya
dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas Keseimbangan
Asas  keseimbangan  dimaksudkan  untuk  memberikan
keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan
pemerintah dalam arti materiil dan spritual.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen
Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk

memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada
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konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan
barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas Kepastian Hukum
Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha
maupun konsumen menaati dan memperoleh keadilan dalam
penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin

kepastian hukum.

3. Tujuan Perlindungan Konsumen
Menurut Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan

Konsumen bertujuan:

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian
konsumen untuk melindungi diri;

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau
jasa;

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih,
menetukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung
unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses

untuk mendapatkan informasi;
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e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggung jawab dalam berusaha;

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
Perlindungan konsumen diwujudkan dengan diaturnya perbuatan

yang dilarang bagi pelaku usaha hal ini dilakukan untuk memberikan

perlindungan terhadap kesehatan, kenyamanan,keamanan baik bagi
diri konsumen maupun harta bendanya agar sesuai harga yang

dibayarnya terhadap suatu produk dengan mutu produk itu sendiri.

. Tanggung Jawab Pelaku Usaha
Di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen terdapat 3 (tiga) pasal yang menggambarkan
sistem tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen
di Indonesia, yaitu ketentuan Pasal 19 Undang-udang No. 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen merumuskan tanggung jawab
produsen sebagai berikut:
a. Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas
kerusakan pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat
mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau

diperdagangkan.
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b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang
sejenis atau secara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau
pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7
(tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutaan
pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya
unsur kesalahan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktian
bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Yang dimaksud dengan Pasal 19 Undang-undang Perlindungan
Konsumen ini adalah jika konsumen menderita kerugian berupa
terjadinya kerusakan, pencemaran, atau kerugian finansial dan
kesehatan karena mengkonsumsi produk yang diperdagangkan,
produsen sebagai pelaku usaha wajib memberi penggantian kerugian,

baik dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang.





